BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH PARALEGAL JUSTICE AWARD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Seleksi
Anugerah  Paralegal Justice Award 2024 tingkat
Kabupaten bagi Kepala Desa/Lurah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk
Panitia Seleksi Daerah Paralegal Justice Award di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan
Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.O1-
PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.0O1-
PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
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Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2023 Nomor 75); |

Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
PHN-HN.04.03-840 tanggal 5 Desember 2023 perihal Seleksi
Anugerah Paralegal Justice Award 2024 bagi Kepala
Desa/Lurah.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Seleksi Daerah Paralegal Justice Award di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penilaian administrasi terhadap kelengkapan
dan kesesuaian dokumen pendaftaran;

b. melaksanakan penilaian substansi berdasarkan indikator
penilaian; dan

c. memberikan rekomendasi peserta yang dianggap memenuhi
kualifikasi dan kompeten untuk lanjut ke tahap seleksi
tingkat Provinsi.

Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada Pedoman
Teknis Paralegal Justice Award 2024 Nomor PHN.HN.04.03-
841.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanjung '
pada tanggal 2?- Feonsan Zezq
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Panitia yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 0K} /2024

TANGGAL 23 Fdroar Jog

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DAERAH PARALEGAL JUSTICE AWARD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

JABATAN DALAM
NO. JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI PANITIA
1. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ketua
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
2. |Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Wakil Ketua
Kabupaten Tabalong
3. | Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretaris
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
4. | Unsur Pada Pengadilan Negeri Tanjung Anggota
5. | Unsur Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Anggota
dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan
Selatan
6. | Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggota
Kabupaten Tabalong
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